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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si 
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Nomor Urut 1)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

	Pihak Terkait
	:
	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M.dan Muhammad Najib Hamas,S.E.,M.M.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Nomor Urut 2)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. 

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang sesuai dengan kewenangannya;

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

	Tanggal Putusan
	:
	 Senin, 24 Februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.50 WIB yang pada pokoknya terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17:00 WIB; mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., M.M., dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M. sebagai Pemenang dan/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024; memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si sebagai Pemenang  dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024. 

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Serang  2028/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 13.50 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 


Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1674 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1675 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP, dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor Urut 1. Jumlah penduduk di Kabupaten Kabupaten Serang adalah 1.756.816 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 0,5% x 853.148 suara (total suara sah) = 4.265 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah adalah 598.654 suara – 254.494 suara = 344.160 suara (40,34%) atau lebih dari 4.265 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 oleh Pemohon, dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, maka pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam pokok permohonannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).  Setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tentang pelanggaran yang bersifat TSM yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang mencederai asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa untuk menggerakkan para kepala desa di Kabupaten Serang yang diduga melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang merupakan suami dari Calon Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. yang dinilai mempengaruhi hasil pemilihan. Rangkaian peristiwa tersebut dimulai dari penggunaan Kop Resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat undangan untuk mengundang para kepala desa dan perangkatnya pada acara pribadi peringatan Haul Ibunda Yandri Susanto pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren BA’I Mahdi Sholeh Ma’mun; melakukan konsolidasi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Acara Rakercab Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang yang dihadiri oleh 277 Kepala Desa pada tanggal 3 Oktober Tahun 2024; melakukan pertemuan dengan kepala desa di rumahnya untuk meminta dukungan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Serang yang dinilai membawa kepentingan pribadi untuk memenangkan istrinya (antara lain ke Desa Cerucuk dan Desa Cikedung), dan adanya deklarasi yang dilakukan oleh para kepala desa di Kabupaten Serang untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang antara lain dilakukan oleh Kepala Desa Mancak, Kepala Desa Ciwarna, Kepala Desa Angsana, Kepala Desa Talaga, Kepala Desa Waringin, Kepala Desa Sigedong, Kepala Desa Batukuda, Kepala Desa Bale Kencana, Kepala Desa Cikedung, Kepala Desa Batu Kuwung, dan Kepala Desa Harundang. Deklarasi tersebut didokumentasikan ke dalam video/foto yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial atau media online;

2. Bahwa terjadi ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten dalam menangani laporan pelanggaran yang pada acara Rakercab APDESI tanggal 3 Oktober 2024 yang dilaporkan dengan Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

3. Bahwa adanya ketidaknetralan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Serang yakni dengan melakukan politisasi kasus hukum terhadap kepala desa di Kabupaten Serang yang diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Pemerintah Pusat, serta penghentian penyidikan terhadap Ketua APDESI Muhammad Maulidin Anwar berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/198.a/XI/2024 yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam acara Rakercab APDESI di Hotel Marbela tanggal 3 Oktober 2024;

4. Bahwa terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp. 100.000,- yang antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil a quo, telah ternyata keseluruhan dalil Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat TSM dalam bentuk keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ketidaknetralan kepala desa dan aparat penegak hukum, ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, pada pokoknya telah didasarkan pada peristiwa dan kegiatan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut dalam satu rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggerakkan para kepala desa di Kabupaten Serang beserta struktur di bawahnya yang dilakukan melalui serangkaian peristiwa yang diuraikan Pemohon sebagai berikut: 
1. Penggunaan Kop surat Resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat kegiatan Undangan Haul, Hari Santri dan Tasyakuran yang ditujukan kepada Para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Kramat Watu, di mana pada surat tersebut dinyatakan sebagai undangan untuk menghadiri Haul ke-2 Almarhumah Hj. Biasmawati Binti Baddin (Ibunda H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.), Hari Santri, dan Tasyakuran [vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9];
2. Terjadi kegiatan konsolidasi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Acara Rakercab Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang yang dihadiri oleh 277 Kepala Desa pada tanggal 3 Oktober 2024 [vide Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-14];
3. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengundang kepala desa agar hadir ke rumahnya dan meminta dukungan untuk istrinya sebagai calon Bupati Serang [vide Bukti P-15]; 
4. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Serang yang dinilai membawa kepentingan pribadi untuk memenangkan istrinya [vide Bukti P-16a dan Bukti P-16b]; 
5. Adanya deklarasi yang dilakukan oleh para kepala desa di Kabupaten Serang untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20]; 
6. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten tidak profesional dalam menangani laporan pelanggaran pada acara Rakercab APDESI pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 [vide Bukti P-33];
7. Adanya ketidaknetralan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaaan) di wilayah Kabupaten Serang dengan melakukan politisasi kasus hukum terhadap kepala desa di Kabupaten Serang atas penyalahgunaan Dana Desa dan program PTSL dari Pemerintah Pusat, serta penghentian penyidikan terhadap Ketua APDESI Muhammad Maulidin Anwar berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/198.a/XI/2024 yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam acara Rakercab APDESI di Hotel Marbela tanggal 3 Oktober 2024 [vide Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-32];
8. Adanya money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp.100.000,- antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak [vide Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-50];
Mahkamah mempertimbangkan peristiwa tersebut secara kronologis sebagai berikut:

Berkenaan dengan adanya dugaan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hadir pada acara Rakercab APDESI pada tanggal 3 Oktober 2024, di mana pada acara APDESI tersebut telah dilakukan deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2,  setelah Mahkamah mencermati serangkaian bukti yang diajukan para Pihak berkenaan dengan dugaan tersebut, yang berupa surat undangan dan rekaman video pelaksanaan Rakercab [vide Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-13] telah terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi adanya pernyataan permintaan dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditanggapi oleh para peserta kegiatan acara Rakercab APDESI tersebut pada tanggal 3 Oktober 2024. Meskipun demikian, pada kegiatan Rakercab tersebut, H. Yandri Susanto yang hadir bersama Calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 belum ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada Rakercab tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi pembagian uang sebanyak Rp. 2.000.000,- kepada para Kepala Desa yang menghadiri acara tersebut tanpa adanya tanda terima, hal ini sebagaimana keterangan saksi bernama Hulman (Kepala Desa Bojong Pandang) dan H. Karso (Kepala Desa Julang) yang menghadiri acara Rakercab ADPDESI tersebut. Selain itu, berkenaan dengan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa Bukti P-14, Bukti P-25, Bukti P-26, dan Bukti P-33 berupa dokumen berkenaan dengan penyampaian laporan ke Bawaslu perihal dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tersebut. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti tersebut, telah ternyata berdasarkan Bukti P-26 berupa Formulir Model A-17 Bawaslu Provinsi Banten, perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 004/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024, antara lain menyimpulkan bahwa terhadap Ketua APDESI Kabupaten Serang telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan dilanjutkan kepada Polda Banten. 

Berkenaan dengan penggunaan Kop Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat undangan resmi, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-6 berupa Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 19/UMM.02.03/X/2024 bertanggal 21 Oktober 2024, telah ternyata benar adanya surat undangan resmi yang menggunakan Kop Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan ditandatangani oleh H. Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang pada pokoknya merupakan undangan kepada para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan para Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Kramat Watu untuk menghadiri acara peringatan Haul ke-2 Almarhumah Hj. Biasmawati Binti Baddin (Ibunda H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.), Hari Santri, dan Tasyakuran. Kegiatan tersebut didukung dengan Bukti P-7 berupa rekaman video berita yang memberitakan tentang pernyataan permohonan maaf H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait dengan penggunaan Kop surat resmi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam surat undangan tersebut. Bukti tersebut merupakan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan penggunaan surat resmi Menteri dalam undangan kegiatan yang melibatkan para kepala desa serta perangkat desa sebagaimana didalilkan Pemohon adalah satu rangkaian kegiatan yang benar-benar terjadi;
Sementara itu, berkenaan dengan pertemuan para kepala desa di Kabupaten Serang dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di rumahnya, yaitu Kepala Desa Wirana, Desa Sangiang, Desa Binong, Desa Pudar, Desa Pasir Limus dan Desa Kampung Baru. Setelah Mahkamah mencermati serangkaian bukti yang diajukan para Pihak berkenaan dengan dugaan tersebut, yang berupa file screenshot aplikasi Whatsapp bergambar foto-foto para kepala desa tersebut bersama H. Yandri Susanto [vide Bukti P-15], namun demikian bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai relevansi foto tersebut dengan peristiwa yang didalilkan. Terlebih dalam uraiannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai waktu, kejadian, serta identitas orang yang dapat digambarkan dengan foto tersebut, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran mengenai dalil tersebut; 
Selanjutnya, berkenaan dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh beberapa kepala desa di Kabupaten Serang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati serangkaian bukti yang diajukan para pihak berkenaan dengan dugaan tersebut, terdapat fakta bahwa bukti yang diajukan Pemohon adalah berupa video deklarasi atau pernyataan sejumlah kepala desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 [vide Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20]. Setelah mencermati bukti tersebut, dan disandingkan dengan bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, telah ternyata bukti Pemohon tersebut berkaitan dengan Bukti PK.13.4-42 sampai dengan Bukti PK.13.4-51 yang merupakan serangkaian bukti mengenai Laporan, Rekomendasi, Kajian Pelanggaran, serta Berita Acara Pembahasan Laporan yang berkenaan dengan dalil Pemohon. Pada pokoknya bukti-bukti Bawaslu tersebut menyatakan kejadian tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu namun disimpulkan oleh Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang kemudian diteruskan kepada Bupati Serang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berkenaan dengan dalil ketidaknetralan Kepala Desa tersebut, Pemohon juga mengaitkannya dengan adanya dugaan praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp.100.000,- antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak yang dibuktikan Pemohon melalui bukti berupa surat pernyataan saksi fakta bertanggal 7 Desember 2024 dalam bentuk Akta Avidafit yang ditandatangani oleh sejumlah warga pada 17 kecamatan di Kabupaten Serang yang pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya pembagian uang untuk kemenangan Pasangan Calon Bupati Serang No Urut 2 di wilayahnya masing-masing pada tanggal 25 November 2024 dan 26 November 2024 dan adanya peristiwa maupun kegiatan kepala desa di wilayahnya masing-masing selama rentang waktu 3 Oktober 2024 sampai dengan 27 November 2024 untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-50].  
Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaknetralan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) di wilayah Kabupaten Serang dengan melakukan politisasi kasus hukum terhadap kepala desa di Kabupaten Serang atas penyalahgunaan Dana Desa dan program PTSL dari Pemerintah Pusat, serta penghentian penyidikan terhadap Ketua APDESI Muhammad Maulidin Anwar berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/198.a/XI/2024 yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam acara Rakercab APDESI di Hotel Marbela tanggal 3 Oktober 2024 [vide Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-32], Mahkamah berpandangan bahwa Mahkamah tidak pada posisi menilai pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Tindaklanjut penyidikan, termasuk penghentian penyidikan terhadap kasus hukum tersebut merupakan kewenangan dari penyidik, in casu Kepolisian Daerah Banten, sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Meskipun demikian, keterkaitan antara fakta hukum yang melatarbelakangi kasus hukum tersebut dengan dugaan pelanggaran pemilukada yang bersifat TSM tetap dipertimbangkan Mahkamah sebagai salah satu rangkaian untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat TSM dari dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilukada yang bersifat TSM, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan hal-hal sebagai berikut.
Bahwa para pengubah UUD NRI Tahun 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara” yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu, termasuk pemilukada tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu, termasuk pemilukada harus ditentukan standar dan persyaratan (requirement) yang jelas. Dalam penyelenggaraan pemilukada tahun 2024, persyaratan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilukada sebagai aturan hukum atau aturan main (rule of the game) dalam kontestasi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun, rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam UU Pemilukada tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi Pemilukada. Sehingga, masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.Tegasnya, UU Pemilukada sebagai bagian yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan setiap lima tahun, serta Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan pada pokoknya kepala daerah dipilih secara demokratis.
Prinsip jujur tersebut apabila dikaitkan dengan pemilukada mengandung makna tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilukada. Artinya, dalam pemilu, termasuk pemilukada yang jujur diharapkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah, harus bersikap jujur yang dibuktikan dengan adanya satu kata dan perbuatan dalam keterlibatannya dengan pemilu. Sementara itu, konsep pemilu yang adil atau keadilan pemilu merupakan suatu proses penyelenggaraan pemilukada yang tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, serta berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilukada harus menjaga sikap moral untuk berpegang pada kebenaran itu sendiri. Konsep pemilu yang jujur dan adil yang dikehendaki UUD NRI Tahun 1945 mencakup pemilukada yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial.
Bahwa bertolak dari uraian di atas, prinsip jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Oleh Karena itu, dalam penyelenggaraan pemilukada, penyelenggara pemilukada, in casu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilukada, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilukada benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat (pemilih) secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun. Dengan demikian, tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi aparat pemerintah beserta jajarannya untuk melakukan pemihakan dalam proses pemilukada. 
Terlebih, pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pemilukada dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan dan penyempurnaan baik dari sisi struktur hukum yaitu penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) maupun subtansi hukum yang mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengalami penyempurnaan. Namun segala upaya penyempurnaan struktur dan substansi hukum tersebut sulit diwujudkan ketika tidak dibarengi dan didukung oleh budaya hukum yang berkelindan dengan penyempurnaan struktur dan substansi hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana prinsip yang amanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, seluruh pihak berwenang yang memiliki peran atau pengaruh terhadap perwujudan pemilukada yang jujur dan adil tersebut haruslah menunjukkan sikap netral atau tidak melakukan hal-hal yang berdampak pada penyalahgunaan kewenangan yang dapat menguntungkan salah satu pihak dalam kontestasi pemilukada dengan cara-cara tertentu yang tidak hanya melanggar aturan hukum (rule of law) namun juga melanggar etika dan moral (rule of ethics). Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan mengancam terwujudnya sistem hukum yang demokratis dan berketuhanan yang merupakan tujuan reformasi.
Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat TSM pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan kronologis di atas, menurut Mahkamah telah terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, baik selaku pejabat yang mengundang, maupun selaku tamu undangan di mana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengandung pernyataan-pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene adalah istri dari H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain itu, dari bukti tersebut, terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah tersebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkonfirmasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang [vide Bukti PK.13.4-42 sampai dengan vide Bukti PK.13.4-51] yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidaknetralan kepala desa dalam pemilukada Kabupaten Serang, namun kemudian disimpulkan oleh Bawaslu ketidaknetralan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah meyakini bahwa ketidaknetralan aparat kepala desa yang melakukan pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam batas penalaran yang wajar bukan sekedar pelanggaran UU 6/2014 sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu, namun ketidaknetralan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. 
Berkenaan dengan hal tersebut, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki hubungan pernikahan dengan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Dalam hal ini, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sejak tanggal 22 September 2024 melalui Keputusan KPU Nomor 1674/2024, sedangkan H. Yandri Susanto telah menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tanggal 21 Oktober 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di atas, maka terdapat peristiwa, H. Yandri Susanto, dalam posisinya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mahkamah meyakini bahwa selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian yang pada saat itu dijabat oleh Yandri Susanto. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Norma ini juga berlaku kepada H. Yandri Susanto selaku Menteri, di mana Menteri selaku Pejabat negara, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam Pemilukada. Hal ini tampak dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu Provinsi Banten berkenaan dengan ketidaknetralan Kepala Desa dan pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua APDESI [vide Bukti P-26]. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan pertautan antara ketidaknetralan aparat kepala desa yang diduga berkaitan dengan posisi H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan adanya praktik politik uang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Serang, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti berupa surat pernyataan Akta Avidafit dari warga masyarakat Kabupaten Serang yang tersebar di 17 kecamatan terdapat sejumlah keterangan tertulis yang menerangkan telah terjadi pembagian uang dengan permintaan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi pada tanggal 25 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 atau sebelum hari pemungutan suara. Namun demikian, dalam pernyataan tersebut tidak ada kejelasan mengenai identitas pihak yang membagikan uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dalil mengenai pembagian uang tersebut, tidak dibuktikan dengan bukti-bukti lain, selain melalui sejumlah surat pernyataan saksi tersebut. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, keterangan para pihak, memeriksa alat bukti para Pihak, berkenaan dengan money politic yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp. 100.000,- yang antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak, tidak terdapat temuan atau laporan ke Bawaslu berkaitan dengan dugaan terjadinya money politic sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan money politic adalah tidak beralasan menurut hukum. 
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini telah terjadi praktik keberpihakan yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki peran yang signifikan dalam mengkondisikan para pemilih yang merupakan warga di desa masing-masing sehingga berdampak pada memberi keuntungan kepada salah satu pasangan calon, in casu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, terdapat tindakan atau aktivitas dari H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang baik secara sengaja maupun tidak disengaja mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa. Hal ini karena, pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam batas penalaran yang wajar secara langsung berkaitan erat dengan kepentingan para kepala desa. Seharusnya, dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta pemilukada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka sudah semestinya Menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas para aparat desa dengan cara menghindari segala kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Serang sejak ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 hingga selesainya tahapan pemilukada a quo. Meskipun tidak terdapat rekomendasi atau Putusan Bawaslu yang menyimpulkan adanya keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Mahkamah meyakini dengan adanya hubungan antara Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024. Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.
Bahwa berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilukada a quo secara signifikan, menurut Mahkamah meskipun tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan langsung Pihak Terkait dalam dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, namun dalam batas penalaran yang wajar, tidak dapat dipungkiri bahwa Pihak Terkait merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan atas terjadinya pelanggaran tersebut. Mahkamah meyakini terdapat pengaruh yang signifikan di mana sejumlah kepala desa di Kabupaten Serang secara masif menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat menentukan hasil akhir pemilukada sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Sebagaimana prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, “nullus commodum capere potest de injuria sua propria” yang artinya, “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”. Oleh karena itu, dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran pemilu yang secara signifikan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Pelanggaran ini cukup meyakinkan Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024.   
Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, rangkaian-rangkain yang telah terbukti sebagaima diuraikan di atas adalah pelanggaran yang dilakukan secara terstuktur karena melibatkan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Pelanggaran tersebut menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih. 
Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilukada a quo secara signifikan, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024 harus dinyatakan batal. Namun demikian, oleh karena pelanggaran tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi terhadap kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, apalagi untuk langsung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitumnya. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah meyakini terdapat pengaruh ketidaknetralan Kepala Desa dalam perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah tetap harus melindungi dan mengakui hak para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon tersebut. 
Dalam konteks ini, untuk menghormati, melindungi dan memulihkan hak konstitusional suara pemilih, dan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan mejadi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, serta memenuhi prinsip pemilukada yang jujur dan adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024. Berkenaan dengan pemungutan suara ulang dimaksud, penting untuk ditekankan bahwa kontestasi dalam PSU ini dilakukan dengan memedomani pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dengan pengawasan yang lebih intensif terhadap netralitas kepala desa dan aparatur desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilukada.
Bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon a quo berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pemilukada, dan telah dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028/2024, bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024;
Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.
Bahwa dengan telah ditetapkannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang  Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Menurut Mahkamah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan a quo, mengingat pemungutan suara ulang tersebut dilakukan pada tingkat Kabupaten Serang. Selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.
Bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Serang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dengan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu RI;
Bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancer.
Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. 

Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
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